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KATA PENGANTAR 

 

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan 

berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih 

adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah dan yang berkaitan dengannya. 

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW. 

 

 

Hormat kami 

 

Tim penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ISI 

No Media Tanggal News Title Resume 

1 
Koran Tempo 
(halaman 8) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Korban Tsunami 
Dapat Hunian 
Tetap 

Presiden Joko Widodo berjanji akan langsung 
mendirikan hunian permanen bagi korban 
tsunami Banten dan Lampung. Hunian tetap 
rencananya tak akan dibangun di daerah yang 
sama, melainkan di lokasi yang tidak rawan 
tsunami. Penataan ruang terutama wilayah di 
sekitar garis pantai sudah mendesak untuk 
dilakukan. relokasi tempat tinggal perlu 
dilakukan untuk mengurangi risiko jatuhnya 
korban jiwa jika terjadi tsunami lagi.  
 
Presiden mengatakan “Kita tidak hanya berbicara 
sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke 
depan, 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20,30 
atau 50 tahun ke depan.” Menteri PUPR memang 
berencana merelokasi 600 rumah di pesisir 
pantai. Rumah yang direlokasi berjarak 50 
sampai 100 meter dari pantai. 

2 Media Indonesia 
Kamis, 3 Januari 
2019 

Rapor Biru untuk 
Pengelolaan APBN 
2018 

Penerimaan negara yang melwbihi target ialah 
buah upaya presiden Joko Widodo membangun 
kemandirian dan kedaulatan ekonomi. 

3 
Media Indonesia 
(halaman 14) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Tol Trans Jawa 
Gerakkan Ekonomi 
Lokal 

Menteri PUPR menyatakan tersambungnya tol 
trans-jawa dari merak hingga pasuruan seanjang 
933 KM telah memperlancar arus mudik Natal 
2018 dan Tahun Baru 2019. 

4 
Kompas 
(halaman 1) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Tsunami Selat 
Sunda: 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
mulai Dilaksanakan 

Setelah masa tanggap darurat bencana tsunami 
yang melanda Banten-Lampung dinyatakan 
selesai, pemerintah segera memulai tahapan 
rekonstruksi dengan membangun rumah baru 
bagi penyintas tsunami. 

5 
Kompas 
(halaman 15) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Pembangunan 
Huntara Seret 

Pembangunan dan penempatan hunian 
sementara untuk penyintas gempa bumi , 
tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah 
melewati target akhir desember 2018. 
Kendalanya keterbatasan material bangunan.  
 
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola 
mengakui seretnya pembangunan dan 
penempatan Huntara . “Targetnya skhir 
desember 2018 akan tetapi ada banyak 
hambatan yang tidak bisa dihindari”.  
 
Ketua satuan tugas Penanggulangan bencana 
Sulteng Kementerian PUPR (Arie Setiadi 
Moerwanto) menyatakan, material bangunan 
menjadi kendala utama. Produksi material 
bangunan, terutama baja ringan terbatas di 
tengah banyaknya kebutuhan. Selain di SUlteng, 
Huntara juga dibangun di NTB untuk penyintas 
gempa bumi. 

6 
Bisnis Indonesia 
(halaman 6) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Dampak gempa 
dan Tsunami Selat 
Sunda: Manufaktur 
Aman, Pariwisata 
Rawan 

MEnjelang akhir 2018, Indonesia kembali dilanda 
duka akibat bencana tsunami yang menimpa 
beberapa daerah di Provinsi Banten dan 
Lampung. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau 



diyakini menjadi penyebab munculnya tsunami di 
kawasan Selat Sunda pada 22 Desember lalu. 

7 
Bisnis Indonesia 
(halaman 7) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Pembangunan 
Akses ke Destinasi 
Dikebut 

Sejumlah proyek percepatan pembangunan 
akses kawasan wisata di sebagaian daerah telah 
rampung, dan sebagian lainnya menjadi program 
prioritas tahun ini. Di antaranya pembangunan 
jalan 41, 08 km dari Kota Padang ke KSPN 
Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar 
telah rampung. 
 
Bahkan ada pula 40 proyek strategis yang focus 
pada bidang pariwisata dan infrastruktur di Jawa 
Barat. MEnteri PUPR Basuki Hadimuljono 
mengatakan bahwa kehadiran jalan di Sumbar 
tersebut bakal mempermudah akses wisatawan 
untuk mendatangi kawasan Mandeh karena 
waktu tempuh ke lokasi menjadi lebih singkat. 
 
Akses jalan yang baik akan menunjang 
perekonomian masyarakat di Mandeh, yang 
terkenal dengan pulau-pulaunya yang eksotos 
dan wisata baharinya. 

8 
Bisnis Indonesia 
(halaman 20) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Jababeka Ingin 
Bangun Tanggul 
Laut 

PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. mengajak 
pemerintah untuk membangun tanggul dan 
pemecah ombak di KEK Tanjung Lesung Banten 
setelah terjadi tsunami di kawasan itu 22 
Desember 2018 lalu. Chairman Jababeka Group 
Setyono Djuandi Darmono mengatakan bahwa 
ajakan tersebut telah disampaikannya kepada 
Menko Perekonomian. 
 
Saya sudah sampaikan ke Menko 
(perekonomian) Darmin Nasution, beliau sudah 
menyambut dengan baik. “Saya kira akan 
menunggu perencanaan dari pemerintah.” 
 
Selain pembangunan tanggul , Darmono 
menambahkan bahwa perlu juga dibangun 
shelter untuk tempat perlindungan serta 
peringatan dini agar orang bisa bersiap ketika 
terjadi bencana.  

9 
Bisnis Indonesia 
(halaman 20) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Proyek Bendungan: 
Kontrak Rp. 7,18 
Triliun 
Ditandatangani 
Desember 2018 

Menjelang pergantian tahun, Kementerian PUPR 
menandatangani Sembilan paket kontrak 
pembangunan lima bendungan senilai Rp. 7, 18 
triliun dengan sejumlah BUMN.  
 
Berdasarkan data lelang pengadaan secara 
elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, lelang 9 
paket tersebut dimenangkan oleh BUMN.  
 
Sembilan paket kontrak tersebut terdiri atas: 
Bendungan Menikin (2 paket), Bendungan 
Bagong (2 paket), Bendungan Rukoh (2 paket), 
Bendungan Meninting (2 paket), dan Bendungan 
Tamblang (1 paket). 

10 
Bisnis Indonesia 
(halaman 20) 

Kamis, 3 Januari 
2019 

Struktur 
Organiasasi PUPR: 
Pembiayaan 
Hunian Harus 
Difokuskan 

Asosiasi Bidang Perumahan menilai keputusan 
pemerintah mengubah struktur organisasi 
Kementerian PUPR melalui Perpres No. 135 
Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR perlu 
dipertimbangkan.  
 



Salah satu poin dalam perpres tersebut yaitu 
Ditjen Pembiayaan Perumahan diubah menjadi 
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. 
Perubahan tersebut dilakukan atas dasar 
pertimbangan untuk mendukung ketersediaan 
pembiyaan infrastruktur guna menunjang 
percepatan pembangunan infrastruktur bidang 
PUPR.  
 
Perubahan struktur tersebut dikhawatirkan bisa 
menjadi beban yang terlalu berat bagi ditjen 
yang beru terbentuk. Ketua Umum DPP 
Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 
(Apersi) mengatakan bahwa seharusnya 
perumahan lebih diprioritaskan dan difokuskan. 
Dia juga mengatakan bahwa masalah perumahan 
bukanlah hal yang sederhana, melainkan terkait 
dengan banyak hal seperti sosial, pertanahan, 
dan perizinan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul Korban Tsunami Dapat Hunian Tetap Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Koran Tempo (halaman 8) 

Resume 

Presiden Joko Widodo berjanji akan langsung mendirikan hunian permanen bagi korban tsunami 
Banten dan Lampung. Hunian tetap rencananya tak akan dibangun di daerah yang sama, 
melainkan di lokasi yang tidak rawan tsunami. Penataan ruang terutama wilayah di sekitar garis 
pantai sudah mendesak untuk dilakukan. relokasi tempat tinggal perlu dilakukan untuk 
mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa jika terjadi tsunami lagi. Presiden mengatakan “Kita tidak 
hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi 
berbicara 20,30 atau 50 tahun ke depan.” Menteri PUPR memang berencana merelokasi 600 
rumah di pesisir pantai. Rumah yang direlokasi berjarak 50 sampai 100 meter dari pantai. 

 

 

 

 

 

 

 



Judul Rapor Biru untuk Pengelolaan APBN 2018 Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Media Indonesia 

Resume 
Penerimaan negara yang melwbihi target ialah buah upaya presiden Joko Widodo membangun 
kemandirian dan kedaulatan ekonomi. 

 

 

 



Judul Tol Trans Jawa Gerakkan Ekonomi Lokal Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Media Indonesia (halaman 14) 

Resume 
Menteri PUPR menyatakan tersambungnya tol trans-jawa dari merak hingga pasuruan seanjang 
933 KM telah memperlancar arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul 
Tsunami Selat Sunda: Rekonstruksi Pascabencana 
mulai Dilaksanakan 

Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Kompas (halaman 1) 

Resume 
Setelah masa tanggap darurat bencana tsunami yang melanda Banten-Lampung dinyatakan 
selesai, pemerintah segera memulai tahapan rekonstruksi dengan membangun rumah baru bagi 
penyintas tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judul Pembangunan Huntara Seret Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Kompas (halaman 15) 

Resume 

Pembangunan dan penempatan hunian sementara untuk penyintas gempa bumi , tsunami, dan 
likuifaksi di Sulawesi Tengah melewati target akhir desember 2018. Kendalanya keterbatasan 
material bangunan.  Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengakui seretnya 
pembangunan dan penempatan Huntara . “Targetnya skhir desember 2018 akan tetapi ada 
banyak hambatan yang tidak bisa dihindari”.  Ketua satuan tugas Penanggulangan bencana 
Sulteng Kementerian PUPR (Arie Setiadi Moerwanto) menyatakan, material bangunan menjadi 
kendala utama. Produksi material bangunan, terutama baja ringan terbatas di tengah banyaknya 
kebutuhan. Selain di SUlteng, Huntara juga dibangun di NTB untuk penyintas gempa bumi. 

 

 

 

 

 



Judul 
Dampak gempa dan Tsunami Selat Sunda: Manufaktur 
Aman, Pariwisata Rawan 

Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 6) 

Resume 
MEnjelang akhir 2018, Indonesia kembali dilanda duka akibat bencana tsunami yang menimpa 
beberapa daerah di Provinsi Banten dan Lampung. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau 
diyakini menjadi penyebab munculnya tsunami di kawasan Selat Sunda pada 22 Desember lalu. 

 

 

 



Judul Pembangunan Akses ke Destinasi Dikebut Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 7) 

Resume 

Sejumlah proyek percepatan pembangunan akses kawasan wisata di sebagaian daerah telah 
rampung, dan sebagian lainnya menjadi program prioritas tahun ini. Di antaranya pembangunan 
jalan 41, 08 km dari Kota Padang ke KSPN Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar telah 
rampung. Bahkan ada pula 40 proyek strategis yang focus pada bidang pariwisata dan 
infrastruktur di Jawa Barat. MEnteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kehadiran 
jalan di Sumbar tersebut bakal mempermudah akses wisatawan untuk mendatangi kawasan 
Mandeh karena waktu tempuh ke lokasi menjadi lebih singkat. Akses jalan yang baik akan 
menunjang perekonomian masyarakat di Mandeh, yang terkenal dengan pulau-pulaunya yang 
eksotos dan wisata baharinya. 

 

 

 



Judul Jababeka Ingin Bangun Tanggul Laut Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 20) 

Resume 

PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. mengajak pemerintah untuk membangun tanggul dan 
pemecah ombak di KEK Tanjung Lesung Banten setelah terjadi tsunami di kawasan itu 22 
Desember 2018 lalu. Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan bahwa 
ajakan tersebut telah disampaikannya kepada Menko Perekonomian. Saya sudah sampaikan ke 
Menko (perekonomian) Darmin Nasution, beliau sudah menyambut dengan baik. “Saya kira akan 
menunggu perencanaan dari pemerintah.” Selain pembangunan tanggul , Darmono 
menambahkan bahwa perlu juga dibangun shelter untuk tempat perlindungan serta peringatan 
dini agar orang bisa bersiap ketika terjadi bencana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul 
Proyek Bendungan: Kontrak Rp. 7,18 Triliun 
Ditandatangani Desember 2018 

Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 20) 

Resume 

Menjelang pergantian tahun, Kementerian PUPR menandatangani Sembilan paket kontrak 
pembangunan lima bendungan senilai Rp. 7, 18 triliun dengan sejumlah BUMN.  Berdasarkan 
data lelang pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, lelang 9 paket tersebut 
dimenangkan oleh BUMN.  Sembilan paket kontrak tersebut terdiri atas: Bendungan Menikin (2 
paket), Bendungan Bagong (2 paket), Bendungan Rukoh (2 paket), Bendungan Meninting (2 
paket), dan Bendungan Tamblang (1 paket). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul 
Struktur Organiasasi PUPR: Pembiayaan Hunian Harus 
Difokuskan 

Tanggal Kamis, 3 Januari 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 20) 

Resume 

Asosiasi Bidang Perumahan menilai keputusan pemerintah mengubah struktur organisasi 
Kementerian PUPR melalui Perpres No. 135 Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR perlu 
dipertimbangkan.  Salah satu poin dalam perpres tersebut yaitu Ditjen Pembiayaan Perumahan 
diubah menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar 
pertimbangan untuk mendukung ketersediaan pembiyaan infrastruktur guna menunjang 
percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR.  Perubahan struktur tersebut 
dikhawatirkan bisa menjadi beban yang terlalu berat bagi ditjen yang beru terbentuk. Ketua 
Umum DPP Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan bahwa 
seharusnya perumahan lebih diprioritaskan dan difokuskan. Dia juga mengatakan bahwa 
masalah perumahan bukanlah hal yang sederhana, melainkan terkait dengan banyak hal seperti 
sosial, pertanahan, dan perizinan.  

 

 


